
Menimbang

Mengingat

BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 3? rasur zon

TENTANG

PENE,IAPAN DANAU RANA SEBAGAI DESTINASIPARIWISATA UNGGULAN NNNNEH KABUPATETV'NIJNU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BURU,

: a. bahwa dalam rangka mendorong akselerasipembangunan desrinsi pa.iwisata ;i l(""b"p#;"'iuruyang merupakan ,unggulan j;;4, *'. 
;;i"mengoptimalkan pemanfaaian keunggutran io*plitirdan keunggutan kompetitif Aaya tarifpariwisata daerahdi pasar wisata nasional a*" i"tr*"*i"L"t"'wq \re'Ercr

b' bahwa untuk .m€ngembangkan Danau Rana meqiadidestinasi pariwisata ur,sguta* Aa"raf, 
_-Ao";i;l;

tangkag terpadu, komprfr9""ir aL -u"rr.i"qii,il,
sesuai axah kebijakan pemuangunan kepariwiGll

.daerah;-e--"r."!'rrsLc..q'r

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan- huruf b;;;i;menetapkan peraturan Bupati tentanj pfu;;;
Danau 

_Rana Sebagai Desdriasi p"ri*i*it U;ggi;Daerah Kabupaten Buru;

: 1. undang-undang Nomor 46 ?ahun 19gg tentangPembentukan provinsi Maluku Ut rr, Kabupaten B';dan Kabupaten Maruku terrggar-'Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tafrun rggg N;";"Tt',Tambahan Lembaran Negara neplurit da;";;i.;Nomor jS?Sl sebagaiman-a telalr- ai"U"f,";il;undang-undang Nomor 6 Tahun zooo tr"ti"gPerubahan3t": undang-undang rvo-or 46 Tatrun rgg;tentang pembentukan provinsi n,rf"l*, 

-. 
iJ;;;

Sabupaten Buru dan Kabupaten *latutu terrefi;
Fgqt__(Lembaran_ Negara neiuuUr. ila;;_i" -iffi;;2ooo Nomor 73, Tambahan rclmt;"" nE;;r;;ili;
Indonesia Nomor 3961);

2. undang-undang Nomor aB Tahun zaa4 tentangPerirobang-an Kguangan Antara pemerintarr pusat danPemerintahan Daerah (I"embaran N.g;- R;;;fi;Indonesia Tahun zoo4 Nomor tzo, iurrbdi; rc#uril"'
Negara Republik Indonesia Nomor'aa3gj;

3' undang-undang Nomor 26 Tahun zaar hntangPenataan^ly*g (Lembaran Negara Republik Indonesia
latru1 2ooz r*onior 68, ramuirran G#;;Til;;
Repubtik Indonesia Nomor aTZSI;



Menetapkan

4. undang-undang Nomor 10 Tahun zaog tentang
Kepariwisataan {Iembaran Negara Republik Indonesii
Tahun ZO0? Nomor 11, Tam6ah*r, t**l"rr, N.d;
Republik Indonesia Nomor a966);

5. undang-undang Nomor gz Tahun zo0g tentangPerlindungan dan _fenS,e]3ta1n LineLungan Hidup
{Lembaran 

^ 
Negara Republik Indonesfi Tahun 20ogNomor lsg, Tambahan lcmbaran Negara RepubrikIndonesia Nomor S0Sg);

6' undang-undr'g Nomor 12 Tahun 2arr tentangPembentukan peraturan perundang-undangai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 INomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S23a\

7. undang-undang Nomor za ?ahua zo|4 tentangPemerintahan Dlgrh {Icmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun zor4 Norrror z44,Tambihan Lembaran
Ngsgra Republik Indonesia Nomor ssgT) 

"ru"gJr""".telah diubah dengan Undang_Undzuig Nomor g
Tahun 20Is lentang perubahan -Atas urldang-undang
Nomor 2s Tahun 2or4 tentang pemerintaha* oar*fr(kmbaran Negara Republik I-ndonesia i.hil illsNomor 24, Tambahan Lembaran Negara i"p;;lik
Indonesia Nomor 5652|;

8. Peraturan Pemerintah Nomor Eo rahun 2oll tentang
Renca*a Induk pembangunan Kepariwisatsan Nasional
Tahun Zolo-zo2s (Lembaran Negara Repuhlik r"arr.l-i"
Tahun 2011 Nomor 12S, Tambiha, GmUaran N;g;;
Republik Indonesia Nomor 5262);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 1T Tahun2al6 tentang pembentu-kan susunan dan perangkat
Daerah kbry:J9n 

-Buru (Iembaran Daeratr t<abupiren
Buru ?ahun Z0lO Nomor lfl;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPA}I DANAU RANASEBAGAI DESTINASI PARIWISATA UNGGUI,AN NAERAii
KABUPATEN BURU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daeratr adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksan;;
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Buru.

unsur penyelenggara
urusan pemerintahan



4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaf,a,
pemerintah dan pemerintah daerah.

5. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata
dan bersifat multidimensi dan multidisipilin yans muncul JeUag"i *qiud
kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatarrir aenian
masyarakat setempat, sem.rna wisatawan, Pemerinttah, pemerinttah naeiatr
dan dunia usaha.

6. Destinasi Pariwisata adalah kawa.san geografis yang berada dalam satu atau
lebih wilayah administrasi yang didalamrrya 

-terrd-apat 
daya tarik wisata,

fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksebilitas, serta masyarakat yang
saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

7. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah selanjutnya disingkat DPUD adalah
satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat di koridor Pariwisata
Daerah yang memiliki sumber daya pariwisata potensial serta mempunyai
pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan fuaaya,
pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup dan daya
saing daerah.

8. Koridor Pariwisata Daerah serarg-utnya disingkat KPD adalah merupakan
kawasan geogralis yang berada dalam satu wilayah administrasi yang
didalamnya terdapat daya tarik wisata daerah.

9. Kawasan Pembangunan Pariwisata selanjutnya disingkat KPP adatah satu
kawasan yang terdapat di Koridor Pariwisata paeiah yang merangkum
beberapa kawasan wisata yang didalamnya merupakan himptrnan beblrapa
obyekldaya tarik wisata menjadi satu kesatuan kawasan pembangunan
pariwisata.

10. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yarrlg msmiilit i keunikan,
keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman ilam, budaya dan hasii
buatan manusia menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.

1 I". Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta,
rasa dan karsa manusia sebagai makluk budaya.

l2.Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik urisata khusus
yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-ke$atan manusia lainnya
diluar ranah urisata alam dan wisata budaya.

13. Rencana Induk adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Daerah yang selanjutnya disingkat RIPARDA adalah dokumen perencanaan
pembangunan kepariwisata,an daerah untuk periode tertentu.

14. Rencana Detail adalah kebijakan pengembangan Destinasi pariwieata
Unggulan Daerah .(DPUD) yerrg berisi reneana pengembangan secara
terperinci yang meliputi struktural tata ruang, arat an ketentuan ruang,
pemanfaatan ruang serta indikasi program pembangunannya.

BAB II
PENETAPAN DANAU RANA SEBAGAI DPUD

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Danau Rana sebagai destinasi
pariwisata unggulan daerah Kabupaten Buru

Pasal 3
{U, Penetapan Danau Rana oebagai DpUD beidaoarkan ;

a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten Buru;



b. Hasil study kelayatcan, dan
c' Keb{iakan Pe-*!"og1"."" kepariwisataan daerah yang meliputiRencana tnduk Kepariwisataan Daeratr, Rencana o"t if dan RencanaTindak.

(2)' Penetapan DP{JD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilahkan melaluiproses koordinasi dan konsultasi serta 
-sinkroni*"i 

t"uiiakan antaraPemerintah Kabupaten Buru dengan Pemerintah hvinsi M"l"k" o**;melibatkan pemangku kepentingan Ai daerah,

PRINSIP DAN TUJUANBffi,II**BANGAN DPUD

Pasal 4
Pengembangan Danau Rana sebagai DPUD diselenggarakan berdasarkanPrinsip :

a' Pemanilaatan daya tarik \ilrisata alam, budaya, dan hasil buatan secaraoptimal dan berkel,ar{utan bag peningkatan penaapat"" 6.;;- d."

b. Keberlar{utan pengembangan dengan memperhatikan daya dukung
lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya setempa!

c. Konservasi; dan,
d. Partisipasi masyarakat.

Pasal 5
Pengembangan Danau Rana sebagai DpuD bertr,ljuan ;a. Meningftatkan daya saing dan nilai tumbuh p*a..t urisata daerah;
b. Meningkatkan pertumbuhan ekoaomi daerah dari sector kpariwisataan;
c. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas intrastruktur daerah;
d. Mengoptinaallan pengelolaan potensi sumber daya pariwisata daerah bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakaq dan --q

e. Menciptakan keterpaduarl, keseimbangan dan keserasian perfum.buhan
antar urilayah kecamatan yang ada di daerah.

BAB IV
PENGEMBANGAN DPUD

Bagran Kesatu
Pengembangan

Pasal 6
(1) Pengembangan Danau Rana sebagai DPUD oleh pemerintah Daerah

diselenggarakan berdasarkan kebiiakan pengembangan yang meliputi : -
a. Rencana Induk; dan

b. Rencana Detail;

(2) Rencana Fasilitas pengembangan di Kawasan Danau Rana sebagai berikut :

a. Fasilitas aksesibilitas wisata/pengaspalan jalan dan/atau transportasi;
b. Fasilitas kantor pengelola;

c. Fasilitas parker;

d. Fasilitas gazebo, pendopo dan panggung;



e. Fasilitas taman terbuka/open stage;
f. Fasilitas promenade/tempat berjalasr kald di tepian danau;
g. Shelther/ peristirahatan;

h. Fasilitas akomodasi;

i. Fasilitas pusat informasi wisata;
j. Fasilitas telekomunikasi dan internet;
k. Fasilitas sentra cindrarnata/makanan;
l. Fasilitas pengatur perjalanan wisata;
m. Fasilitas kesehatan; dan
n. Fasilitas gedung kesenian.

t3) Penyusuaan kebiiakan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) deugrrn melibatkan unsur pemangku tepe[ungan d;;;J.

Bagian Kedua
Kerjasama Wisata

Pasal 7
(1) Bentuk kerjasarna pariurisata dengan menjalin kerjasama antar pelaku

wisata seperti biro pe{a1anan, hotel, restoran dan lain sebagainya derrgan
cara :

a. Pembuatan kerjasa:na yang saling menguntungkan;
b. Pembuatan linkage system yang signifikan antar pelaku wisata; dan
c. Kesamaan dalam program pengembangan dengan biro perjalanan.

(21 DPUD dapat melakukan kerjasama dengan organisasi perangfuat Daemh
(OPD) datsm lingkup Pemerintah Kabupaten Buru.

(3) OPD wqjib msrdukung dan menganggarkan sefiap kegiatan dalam rangka
mempercepat kesiapan Danau Rana sebagai destinasi unggulan.

Bagian Ketiga
Rencana Detail

Pasal 8
Rencana detail disusun dengan mengacu pada rencana induk dengan
memperhatjkan keterlibatan masyarakat setempat dan dunia usaha
pariwisata.

Pasal 9
(1) Penyusunan Rencana Detail sebagaimana dimaksud pada Pasal S,

dilakukan dengan kebiiakan terpadu melalui proses Musyawarah
Penencanaan Pembangunan {MUSRENBANG} di daerah.

(2) Penyusunarr rencana detail sebagaimana rlimaksud datarm ayat (1)
mencakup perencaxraan Tapak, DED dan Lanscape setiap kawasan
pengembangan.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

{1} Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengembangan kawaean Danau Rana.



(2) Bupati melaksanakan pemantauan terhudtq penffiunaan dana corporatesocial ResponsiFiliry 1c3ry vang diberikan 
"r*rr 

pi}rtoJ**rr"r, di sekitarobjek vrisata terhadip =o"i"i U&k"G;- 
vrvrr ysr*tl v=r uriirna'tln tlr sel<lt

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadlg. peraksanaan pengembanganDPUD sebagaimana dimaks{{ nada .r",^rlt dqr_ ayat (2]dilaporkan orehBupati kepada Gubernur paling *d#t | (dua) kali setiap tahun secaraberkala atau sewaktu_wakti .pfrii" Oip.rf"U".

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 1 I
Dalam pengembangan Danau Rana, pemerintah daerah bertanggung jawabterhadap : r.- -----

1. Pembangunan daya tarik wisata;
2' Pemhangunar sariana dan pra8arana umum, fasilitas umumdan fasilitaspariwisata;

3- Pembanguna, aksesibilitas, amenitas dan/atau transportasi;
4- Pemberdayaan masyarakat;
5. Pengembangan investasi dengan pihak ketige;
6' Memantau penggunaan d.ana corporate social Responeibility (csR) yangdiberikan oleh pihak perusatraan.

Pasal 12
(1) Dalam melaksanakan tarrgBlrng jawab sebagaimana dimakeud dalamPasal 10, Bupati melakuilan -p"*uir"., d"d*6[,,;#ffiUrT#;meliputi :

a' Penetapan pedoman dan panduan ieioris peiaksanaan skaia daerah; cian
b' Fasilitasi kegiatan, koordinasi, sinkronisasi, konsultasi serta sinergitaskebijakan dan program/kegiatan antar sem6, a"" ;; p"r-.k ;;;1:"

(2) Fasilitasi kegiatan_ sebagaimana dimaksud pada ayat (u huruf bdiselenggarakan melalui lbrum kcordinasi dan rapat ke{a telmis.

BAB VII
PENDANAAN

Pasai i3
Peadanaan pembinaan pengembangan Danau Rana sebagai DpuD ditingkatKabupaten bersumber dari Angaran Pendapatan d; B;ifr;oaurarr. e-----

Pasal 14
Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pendanaan pembinaan
sebegaimana dimaksud pasar 12, dapat berasal dari :

a. Pemerintah Provinsi dan pemerintatr pusat;

b. Dana Desa;

c. Sumber lain yang sah dan tidak menfikat;
d. Investasi pelaku usaha pariwisata dan ma.syarakat; dan
e. Perusahaan Swasta (pihak Ketiga).



xprnnrfrffNTfuurup

Pasal lE

Peraturan Bupati ini murai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundengan peratu_ra:rBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

pada tanggal Juni 2017

,l'

UMASUGI
Diundangkan di Namlea
pada tanggal 06 Juni ZOIZ

)ru**rrARrs DAERAH\
KABUPATEN BURU, ,

1t, nhr

/ 
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/ 
AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TA"r{uN zotr NoMcR g?

Paraf Koordinasi

Kadi Pariwisata

Kabag. Hukum
J

fi6


